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ABSTRAK 
 
 
A.AHMAD ADI SURYA (B121 13 340) Tinjauan Yuridis 
Terhadap  Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Pendamping SKPD 
Dalam Pemerintahan Kota Makassar, di bawah bimbingan dan arahan 
Bapak Achmad Ruslan selaku Pembimbing I dan Bapak Romi 
Librayanto selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dasar hukum 
keberadaan Surat Keputusan Walikota Nomor 64/900/KEP/I/2015 
tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping SKPD Kota Makassar, 
dan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Pendamping 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Makassar.  
 
Penelitian ini bersifat sosio-yuridis dangan teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait 
dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian 
kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan 
topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
 
Adapun hasil penelitian yaitu: (1)  Berdasarkan hasil penelitian 
maka Tenaga Ahli Pendamping merupakan bagian dari kewenangan 
diskresi kepala daerah dalam hal ini Walikota Makassar sebagaimana di 
atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan dan bukan merupakan bagian dari Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 
(2) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 64/900/KEP/I/2015 
tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kota Makassar Tahun 2015 memiliki tugas yang sudah 
terlaksana dan belum terlaksana. Adapun yang sudah terlaksana ialah  
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD di bidang masing-masing, 
Melakukan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala 
SKPD Kota Makassar sesuai bidang masing-masing, Menyampaikan 
laporan konsultasi SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada 
Walikota Makassar. Dan yang belum terlaksana ialah Melakukan tugas 
lain yang di berikan Walikota Makassar. 
 
Kata Kunci: Tenaga Ahli Pendamping, Diskresi, Organisasi Perangkat 
Daerah, Surat Keputusan Walikota. 
 
 
 
 
vi 
 
ABSTRACT 
 
A.AHMAD ADI SURYA (B121 13 340) Juridical Review On 
Implementation of Duties of Assistance Specialist RWU (Regional 
Work Unit) in Makassar City Government, under the guidance and 
direction of Mr. Achmad Ruslan as the First Advisor and Mr. Romi 
Librayanto as Supervisor II 
This study aims to determine the legal basis for the existence of 
Mayor's Decree No. 64/900 / KEP / I / 2015 on Appointment of Experts 
Assistant SKPD Makassar, and to know the Implementation of Tasks 
Experts Assistant SKPD (Unit of Regional Devices) Makassar. 
 
This research is socio-juridical with data collection technique is done 
through interview to the parties related to the research topic. In addition, 
the author also conducts library research through data and books related 
to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed 
qualitatively which then presented descriptively. 
 
The result of the research are: (1) Based on the result of the 
research, the Complementary Experts are part of the discretion authority 
of the regional head in this case the Mayor of Makassar as stipulated in 
Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration and is 
not part of the Organization of Regional Devices OPD) as stipulated in 
the Regional Regulation of Makassar City No. 3 of 2009 on the 
Organization Structure of the Regional Devices. (2) Based on Mayor's 
Decree No. 64/900 / KEP / I / 2015 on Appointment of Assistance 
Experts Regional Work Unit (SKPD) Makassar City Year 2015 has a task 
that has been implemented and has not been implemented. The one that 
has been done is Coordinate the implementation of duties SKPD in their 
respective fields, Conducting consultation both orally and in writing to the 
Head of SKPD Makassar according to their respective fields, Deliver 
SKPD consultation report scope of Makassar City Government to the 
Mayor of Makassar. And that has not been done is Perform other tasks 
that are given Mayor of Makassar. 
 
Keywords: Associate Experts, Discretion, Organization of Regional 
Devices, Mayor Decree.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari 
alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang 
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga 
memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea 
keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, 
yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu 
Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus 
bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah 
Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Selanjutnya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia 
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis 
sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara 
Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan 
kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk 
2 
 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.1 Kemudian 
Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah 
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 
menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi 
yang seluas-luasnya. 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur dalam 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan 
kehidupan bernegara. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:  
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus 
Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan 
kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih 
luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan 
warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan 
harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika 
membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun 
kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan 
nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara 
kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan.2 
Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk 
mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat 
                                                          
1 Dayanto dan Asma Karim, 2015, Peraturan daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan 
Pedoman Pembentukannya, Yogyakarta: Deepublish, Hlm. 201. 
2 Lihat Penjelasan Umum Paragraf 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 
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dan undang-undang. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu 
tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (onafhebkeleijk).3  
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan menteri dalam 
negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah 
nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bahwa 
diawal kepemimpinan kepala daerah diwajibkan untuk menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Kedudukan 
kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, telah 
menempatkan RPJM Daerah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014-2019. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 
2014-2019 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah daerah memuat visi, misi, arah kebijakan dan Program 
Prioritas Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana visi kepala daerah 
kota Makassar untuk Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua, Tata Lorong 
Bangun Kota Dunia dan memiliki sejumlah program yang diberikan 
                                                          
3 Philipus M. Hadjon, dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, Hlm. 79. 
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nomenklatur sebagai program strategis sebagai suatu program unggulan 
untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota Dunia.4 
Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi 3 
yaitu, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan 
urusan pemerintahan umum. Kemudian Ayat (3) dan Ayat (4) 
menjabarkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan 
yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke 
Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.5 Hal ini dipertegas 
dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang membagi secara eksplisit dan limitatif antara 
urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah yang bersifat 
wajib maupun konkuren serta urusan pemerintahan pilihan.6 
Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan-urusan yang dimiliki oleh daerah akan 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan adanya 
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara 
                                                          
4 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar, 2014, Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar, http://makassarkota.go.id/profilpimpinan.html, Di Akses Pada Tanggal 10 Februari 
2017 Pukul 22.26 WITA. 
5 Lihat Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
6 Lihat Pasal 11. 
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Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7 Bagian 
Menimbang Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah 
yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.8  
Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tetang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 9 Dalam Peraturan Daerah  
tersebut, Walikota Makassar membentuk Satuan Kerja perangkat Daerah 
yang terdiri dari, Sekertariat Daerah Kota Makassar, Sekertariat DPRD 
Kota Makassar, Dinas Daerah yang terdiri atas 17 Dinas-dinas, Lembaga 
Teknis daerah yang terdiri atas 14 lembaga, Lembaga lain sebagai 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 2, 
Kecamatan sebanyak 14 dan Kelurahan sebanyak 145.10  
Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam 
bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan 
                                                          
7 Lihat Pasal 1 angka 2. 
8 Lihat Konsideran Menimbang Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat daerah 
9 Lihat Konsideran Menimbang Huruf a Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2009 teentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 
10 Lihat BAB II Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 
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pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan 
harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat 
daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
secara efektif dan efisien.11 
Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah, Walikota Makassar juga 
membentuk suatu Tim untuk mendampingi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yaitu Tenaga Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(TAP-SKPD). Hal ini pula sejalan dengan kewenangan diskresi kepala 
Daerah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Huruf 
a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan menyatakan bahwa setiap penggunaan Diskresi Pejabat 
Pemerintahan dapat menggunakan hak kewenangannya untuk 
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.  
Walikota Makassar melalui Keputusan Walikota Makassar Nomor 
64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan TAP-SKPD Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2015 memandang perlu membentuk suatu satuan kerja untuk 
memotivasi kedisplinan Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKPD), 
penerapan smart city dalam rangka transparansi, pendataan bidang 
akutansi dan audit keuangan, kontrol pada bidang kehumasan agar 
seluruh jajaran punya kemampuan publik speaking dan bidang grafis 
                                                          
11 Pemerintah.net, 2016, http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/, Di Akses 
Pada Tanggal 15 Februari 2017 Pukul 14.39 WITA. 
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sehingga seluruh program kerja SKPD berstandar kelas dunia. Selain itu, 
pembentukan satuan kerja dapat mengarahkan pembangunan sesuai 
dengan visi misi kepala daerah dalam menciptakan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik.12 
Surat Keputusan tersebut diputuskan oleh Walikota Makassar, 
dalam rangka melaksanakan percepatan program pembangunan yang 
bersifat strategis yang termaktub dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota 
Makassar Tahun 2014-2019. Kontruksi percepatan tersebut dengan 
membentuk satuan kerja dengan tujuan untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan serta kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Pemerintah Kota Makassar, untuk menunjuk TAP-SKPD. 
Pada bagian memutuskan angka kedua Surat Keputusan Walikota 
Makassar Nomor 64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan TAP-SKPD 
Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa TAP-SKPD 
memiliki tugas antara lain, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang masing-masing, melakukan 
konsultasi baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kota Makassar sesuai 
bidang masing-masing, menyampaikan laporan konsultasi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada 
                                                          
12 Albert Suiaka, 2014, Pemkot Makassar Akan Bentuk Tim Ahli Pendamping SKPD, 
http://makassar.radiosmartfm.com/jurnal-makassar/4534-pemkot-makassar-akan-bentuk-tim-
ahli-pendamping-skpd.html, Di Akses Pada Tanggal 10 Februari Pukul 23.57 WITA. 
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Walikota Makassar, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Walikota Makassar. Secara garis besar tugas TAP-SKPD untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta melakukan 
pengawasan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota 
Makassar.13 
Namun TAP-SKPD dalam menjalankan tugasnya dinilai masih 
mengganggu program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
menimbulkan SKPD tidak dapat berimprovisasi karena campur tangan 
yang sangat besar yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pendamping.14 
Sebelumnya, Walikota Makassar telah membentuk lembaga yang 
sejenis yaitu Komisi Percepatan Pengendalian Program Strategis (KP3S) 
yang membantu pemerintah Kota Makassar dalam mengawasi kinerja 
SKPD. Komisi dibentuk untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. 
Namun dalam perjalanannya komisi ini dibubarkan karena dinilai tidak 
efisien.15 Terdapat kekhawatiran bahwa TAP-SKPD tidak maksimal 
melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu isu yang akan menjadi fokus 
penulis adalah Pelaksanaan tugas TAP-SKPD. 
                                                          
13 Lihat Bagian Memutuskan angka 2 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 
64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2015. 
14 Yudhie Thirzano, 2015, Gaji Tim Pendamping Walikota Makassar Lebih Tinggi dari 
Presiden dan Wapres dan Panglima TNI, http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/29/gaji-
tim-pendamping-wali-kota-makassar-lebih-tinggi-dari-presiden-wapres-dan-panglima-
tni?page=all, Di Akses Pada Tanggal 15 Februari 2017 Pukul 16.06 WITA. 
15 Firman Pagarra Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar, 2016, Dinilai Tak Efektif, KP3S 
Makassar Dibubarkan, http://makassartoday.com/2016/11/09/dinilai-tak-efektif-kp3s-makassar-
dibubarkan/, Di Akses Pada Tanggal 16 Februari Pukul 00.05 WITA. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 
melakukan penelitian terkait pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pendamping 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maka dari hal ini pula penulis 
mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas 
Tenaga Ahli Pendamping SKPD Kota Makassar” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana dasar hukum keberadaan Surat Keputusan Walikota 
Nomor 64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan Tenaga Ahli 
Pendamping SKPD Kota Makassar? 
2. Bagaimana pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pendamping SKPD 
Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dasar hukum keberadaan Surat Keputusan 
Walikota Nomor 64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan Tenaga 
Ahli Pendamping SKPD Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Pendamping 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar 
D. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan 
pengetahuan hukum tentang Terhadap Pelaksanaan Tugas 
Tenaga Ahli Pendamping SKPD Dalam Pemerintahan Kota 
Makassar pada khususnya. 
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2. Memberikan informasi hukum administrasi negara kepada kalangan 
akademisi dalam melakukan penelitian dan pengkajian lebih 
mendalam. 
3. Memberikan bahan masukan atau rujukan terhadap pemerintah 
kota Makassar dalam rangka memajukan kota Makassar menuju 
kota Dunia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Instrumen Hukum Pemerintahan 
Agar dapat menjalankan tugasnya maka administrasi negara 
melakukan bermacam-macam perbuatan yang dikenal dengn instrument 
pemerintahan.16 Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana 
yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam 
melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tindakan pemerintahan, 
terdapat instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka 
mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan masyarakat.  
1. Instrumen Peraturan (Regeling)  
Peraturan adalah hukum in abstracto atau general norm yang 
sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah 
mengatur hal-hal yang bersifat umum (general). Secara teoretik, 
istilah “perundangundangan” mempunyai dua pengertian, yaitu; 
pertama, perundangundangan merupakan proses 
pembentukan/proses membentuk peraturanperaturan negara, baik 
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, perundang-
undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil 
                                                          
16 Utrecht, 1959, Pengantar Hukum Administrari Negara Indonesia, Bandung, Hlm. 62 
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pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di 
tingkat daerah.17  
Adapun peraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.18 
1. Bersifat umum dan komperehensif, yang dengan demikian 
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan 
terbatas;  
2. Bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-
peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk 
konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk 
mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja; dan  
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki 
dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk 
mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan 
dilakukannya peninjauan kembali.  
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.19 
Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengikat umum 
disebut juga dengan istilah undang-undang dalam arti materiil yaitu semua 
                                                          
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 129. 
18 Ibid, Hlm. 130. 
19 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Berdasarkan 
kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu 
bersifat umum-abstrak. Perkataan bersifat umum-abstrak mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut:20 
1. Waktu (tidak hanya berlaku pada saat tertentu); 
2. Tempat (tidak hanya berlaku pada tempat tertentu); 
3. Orang (tidak hanya berlaku pada orang tertentu); dan 
4. Fakta hukum (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum 
tertentu, tetapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat 
berulang-ulang, dengan kata lain untuk perbuatan yang 
dapat berulang-ulang). 
2. Instrumen Keputusan (Beschikking) 
Keputusan tata usaha negara pertama kali diperkenalkan oleh 
seorang sarjana Jerman, Otto Meyer dengan istilah verwaltungsakt. Istilah 
ini diperkenalkan di Belanda dengan nama beschikking oleh Van 
Vollenhoven dan C.W. van der Pot. Di Indonesia istilah beschikkin 
diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Istilah beschikking ini ada 
yang menerjemahkannya dengan ketetapan, seperti E. Utrecht, Bagir 
Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain, dan dengan keputusan seperti WF. 
Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun.  
                                                          
20 Ridwan HR, Op.Cit., Hlm. 131. 
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Djenal Hoesen dan Muchsan mengungkapkan21 istilah 
“beschikking” sudah sangat tua dan dari segi kebahasaan digunakan 
dalam berbagai arti. Meskipun demikian, dalam pembahasan ini istilah 
beschikking hanya dibatasi dalam pengertian yuridis. Menurut H.D. van 
Wijk/Willem Konijnbelt, beschikking merupakan keputusan pemerintahan 
untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk 
umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintahan 
yang utama.  
Sifat norma hukum keputusan adalah individual-konkrit. Adapun 
sifat norma hukum telah diklasifikasikan sebagai berikut:22 
1. Norma umum abstrak misalnya undang-undang; 
2. Norma individual-konkrit misalnya keputusan tata usaha negara; 
3. Norma umum-konkrit misalnya rambu-rambu lalu lintas yang 
dipasang di suatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua 
pemakai jalan namun hanya berlaku untuk tempat itu); dan 
4. Norma individual abstrak misalnya surat izin gangguan. 
Berikut ini akan dijelaskan unsur-unsur keputusan tersebut secara 
teoretik dan berdasarkan hukum positif, meliputi:23 
a. Pernyataan Kehendak Sepihak Secara Tertulis  
                                                          
21 Ibid, Hlm. 140. 
22 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: 
Gadjah Mada Press, Hlm. 125. 
23 Ibid, Hlm. 145. 
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Secara teoretik, hubungan hukum publik senantiasa bersifat 
sepihak atau bersegi satu (tindakan hukum administrasi adalah 
tindakan hukum sepihak). Oleh karena itu, hubungan hukum publik 
berbeda halnya dengan hubungan hukum dalam bidang perdata 
yang selalu bersifat dua pihak atau lebih. Sebagai wujud dari 
pernyataan kehendak sepihak, pembuatan, dan penerbitan 
keputusan hanya berasal dari pihak pemerintah, tidak tergantung 
kepada pihak lain. 
Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkret dan 
pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan 
peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil 
tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan 
keinginannya itu dalam bentuk keputusan. Ini tidak berarti bahwa 
kepada pihak siapa keputusan itu ditujukan sebelumnya sama 
sekali tidak mengetahui akan adanya keputusan itu, dengan kata 
lain bahwa inisiatif sepenuhnya ada pada pihak pemerintah. Pada 
umumnya para ahli berpendapat bahwa keputusan itu adalah 
keputusan sepihak, karena bagaimanapun keputusan itu 
tergantung dari pemerintah, yang dapat memberikan ataupun 
menolaknya. 
b. Dikeluarkan oleh Pemerintah 
Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan 
pemerintahan. Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan 
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berwenang mengeluarkan keputusan. Meskipun demikian, 
keputusan yang dimaksudkan di sini hanyalah keputusan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi N\negara. 
Keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan tidak 
termasuk dalam pengertian beschikking berdasarkan Hukum 
Administrasi Negara. 
Bila keputusan dibatasi pada keputusan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah atau tata usaha negara, maka akan memunculkan 
pertanyaan siapa yang dimaksud dengan pemerintah atau tata 
usaha negara. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986, tata 
usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat daerah. 
c. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku 
Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintah 
harus didasarkan pada asas legalitas, yang berarti bahwa 
pemerintah tunduk pada undang-undang. Dalam hubungannya 
dengan pelaksanaan tugas, pemerintah harus tunduk pada asas 
legalitas sebagaimana telah dirumuskan secara tersendiri dalam 
prinsip negara hukum melalui ungkapan; prinsip pemerintahan 
berdasarkan undang-undang. 
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Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan 
oleh peraturan perundangundangan. Tanpa dasar kewenangan, 
pemerintah atau tata usaha Negara tidak dapat membuat dan 
menerbitkan keputusan atau keputusan menjadi tidak sah. 
d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final 
Untuk menuangkan hal-hal yang bersifat umum-abstrak ke 
dalam peristiwa-peristiwa konkret, maka dikeluarkanlah keputusan-
keputusan yang akan membawa peristiwa umum itu sehingga 
dapat dilaksanakan. Keputusan tata usaha negara yang bersifat 
individual bermaknya tidak  untuk umum, tertentu berdasarkan apa 
yang dituju oleh keputusan itu dan konkrit yang bermakna tidak 
bersifat umum objeknya, yang mungkin terbatas waktu dan 
tempatnya. 
e. Menimbulkan Akibat Hukum 
 Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk 
menciptakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, tindakan 
hukum pemerintahan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh 
organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum 
tertentu khususnya di bidang pemerintahan atau administrasi 
negara.  
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Akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya 
hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Dapat pula terjadi 
bahwa dikeluarkannya keputusan itu tidak melahirkan atau 
melenyapkan hak dan kewajiban, tetapi sekedar menyatakan hak 
dan kewajiban yang telah ada. Dalam hal demikian, keputusan 
jenis ini disebut keputusan deklaratoir. 
3. Peraturan Kebijakan (beleidregels) 
 Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya 
merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan 
menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya 
berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi 
peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum 
bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini 
disebut pula dengan istilah psudo-wetgeving (perundang-undangan semu) 
atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).24 
 Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh 
instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang 
pemerintahan terhadap warga Negara atau terhadap instansi 
pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki 
dasar tegas dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang formal 
                                                          
24 Victor Immanuel, 2013, Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan 
dalam Komisi Yudisial Vol.6 No.1, Jakarta: Komisi Yudisial, Hlm. 37. 
19 
 
baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan 
tersebut tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang 
dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang 
mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu 
organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan 
kewenangannya. 
Peraturan-peraturan kebijakan bukanlah peraturan 
perundangundangan. Badan yang mengeluarkan peraturan-peraturan 
kebijakan, adalah in casu tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan 
peraturan. Peraturan kebijakan juga tidak mengikat hukum secara 
langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan 
kebijakan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara 
dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Hal tersebut dengan 
sendirinya harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar 
penggunaan diskresi.25 
Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai 
berikut:26 
1. Peraturan Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan. 
                                                          
25 Philipus M. Hadjon, Loc.Cit., Hlm. 153. 
26 Ridwan HR, Loc.Cit., Hlm. 178. 
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2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan 
perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan 
kebijakan; 
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, 
karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-
undangan untuk membuat keputusan kebijakan tersebut; 
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan 
ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat 
peraturan perundang-undangan; 
5. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada 
doelmatigheid dank arena itu batu ujinya adalah asas-asas 
umum pemerintahan yang baik; dan 
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis 
aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, 
dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. 
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B. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Berdasarkan 
Perda No.3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
1. Pengertian  
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 
dan DRPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.27 
Dalam Pasal 1 angka (2) Perda No. 3 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar menyebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur 
pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan 
daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD,dinas-dinas, Inspektorat, lembaga teknis, Rumah Sakit, 
Satuan Polisi Pamong Praja,Kecamatan dan Kelurahan.  
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar masih 
menggunakan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar hukumnya sehingga 
                                                          
27 Pasal 1 Angka 23 Undang-undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Ketentuan ini berbeda dari ketentuan sebelumnya, yaitu dalam Pasal 1 Angka 7 Perarturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menetapkan 
bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan 
lembaga teknis daerah. 
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Pengertian mengenai Perangkat Daerah masih mengacu pada 
Peraturan Pemerintah tersebut. 
Berikut di bawah ini merupakan pembagian, tugas, dan 
fungsi perangkat daerah sesuai Perda No. 3 Tahun 2009 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Makassar. 
2. Susunan Perangkat Daerah 
NO. Nama Perangkat 
Daerah 
Tupoksi Dasar Hukum 
1. Sekertariat Kota 
Makassar 
Membantu Walikota dalam 
dan mengoordinasikan 
perangkat daerah 
Pasal 2 ayat 
(1) a 
2. Sekertariat DPRD 
Kota Makassar 
Menyelenggarakan 
administrasi 
kesekertariatan, 
administrasi keuangan, 
mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsiDPRD, 
dan menyediakan serta 
mengoordinasikan tenaga 
ahli yang diperlukan oleh 
Pasal 2 ayat 
(1) b 
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DPRD sesuai dengan 
kemampuan keuangan 
daerah. 
3. Dinas Daerah melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi 
dan tugas 
pembantuan.Dalam 
menyelenggarakan 
tugasnya.Dinas daerah 
mempunyai tugas pokok 
sebagai berikut: 
A. Perumusan 
kebijakan teknis 
sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
B. penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan dan 
pelayanan umum 
sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
Pasal 2 ayat 
(1) c 
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C. pembinaan dan 
pelaksanaan tugas 
sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
D. pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan 
oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan 
fungsinya. 
4.  Lembaga Teknis 
Daerah 
melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan 
daerah yang bersifat 
spesifik. Lembaga teknis 
daerah dalam 
melaksanakan tugas pokok 
memiliki fungsi : 
1. perumusan 
Kebijakan teknis 
sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
2. pemberian 
dukungan atas 
Pasal 2 ayat 
(1) d 
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penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah sesuai 
dengan lingkup 
tugasnya; 
3. pembinaan dan 
pelaksanaan tugas 
sesuai dengan 
lingkup tugasnya; 
4. pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan 
oleh Walikota 
sesuai dengan 
tugas dan 
fungsinya. 
5.  Lembaga Lain 
Sebagai Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 
Terbagi atas dua 
perangkat: 1. LAKHAR dan 
2. KORPRI 
Pasal 2 ayat 
(1) e 
6. Kecamatan dan 
Kelurahan dalam 
Kecamatan merupakan 
wilayah kerja Camat 
Pasal 2 ayat 
(1) f 
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daerah Kota 
Makassar 
sebagai perangkat 
daerah.Kecamatan 
dipimpin oleh Camat. 
Camat mempunyai tugas 
pokok melaksanakan 
kewenangan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh 
Walikota untuk menangani 
sebagian urusan otonomi 
daerah. 
 Sementara 
Kelurahan merupakan 
wilayah kerja Lurah 
sebagai perangkat daerah 
dalam wilayah. Lurah 
mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, 
pembangunan dan 
kemasyarakatan serta 
urusan pemerintahan 
sebagian yang dilimpahkan 
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oleh Walikota di bidang 
pemerintahan, 
perekonomian, 
ketentraman dan ketertiban 
serta koordinasi dengan 
instansi otonom diwilayah 
kerjanya. 
 
C. Tim Pendamping SKPD Kota Makassar 
Surat Keputusan Walikota Makassar No. 64 / 900 /KEP / I / 2015 
dalam pertimbangan huruf a berbunyi “bahwa untuk mendukung 
kelanjutan pelaksanaan kegiatan serta kinerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pemerintah kota Makassar maka dipandang perlu menunjuk 
Tenaga Ahli Pendamping SKPD”. Tenaga ahli ini mempunyai tugas 
sebagai berikut:28 
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD di bidang masing-
masing; 
2. Melakukan konsultasi baik secara lisan maupun tertulis kepada 
Kepala SKPD Kota Makassar sesuai bidang masing-massing; 
3. Menyampaikan laporan konsultasi SKPD lingkup Pemerintah Kota 
Makassar kepada Walikota Makassar; 
                                                          
28 Lihat Bagian Memutuskan Kedua Dalam Surat Keputusan Walikota Makassar No. 64 / 
900 /KEP / I / 2015. 
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4. Melakukan tugas lain yang di berikan Walikota Makassar. 
Adapun jumlah TAP-SKPD Kota Makassar yaitu sebanyak 31 
orang, secara garis besar mereka mendampingi Dinas-dinas, Rumah 
Sakit Umum Daerah, Sekertariat DPRD, dan Kecamatan. Mereka terbagi 
dalam 6 bagian tugas pendampingannya sesuai dengan keahliannya, ke 6 
bagian tersebut adalah sebagai berikut;  
1. Pengolahan data, sebanyak 5 Tenaga Ahli 
2. Keuangan, sebanyak 6 Tenaga Ahli 
3. Kinerja, sebanyak 5 Tenaga Ahli 
4. Humas, sebanyak 5 Tenaga Ahli 
5. Komunikasi kreatif, 5 Tenaga Ahli 
6. Smart City. 5 Tenaga Ahli 
Di dalam konsideran memutuskan bagian ketiga berbunyi, “ kepada 
Tenaga Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam 
menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan honorarium triwulan 
sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2014 
tanggal 15 juli 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015”.  
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D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 
Soerjono Soekanto adalah29: 
1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan; 
2) Faktor aparat penegak hukumnya; 
3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum; 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam 
perilaku masyarakat; 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, 
maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di sini, dengan cara 
mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat 
Indonesia.30 
                                                          
29 Soejono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
(Rajawali Pers;Jakarta). Hal 8 
30 Ibid. 
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a. Faktor Hukum 
Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang 
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang 
sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa 
asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak 
yang positif. Asas-asas tersebut antara lain: 
1) Undang-Undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang 
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam 
undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang 
itu dinyatakan berlalu. 
2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 
3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 
Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-
undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi 
peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-
undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas ataupun lebih 
umum yang juga dapat menyangkut peristiwa khusus tersebut.  
4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan 
undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, Undang-
Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai 
suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang 
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baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tersebut. 
Akan tetapi, makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan 
dengan undang-undang lama. 
5) Undang-Undang tidak dapat digangggu gugat. 
6) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun 
pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya, 
supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf 
mati.31  
Dalam asas pertama dinyatakan bahwa Undang-Undang tidak 
berlaku surut, padahal dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHAP dinyatakan, 
bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini 
diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang 
ini”. Pasal tersebut dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, 
membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-
undang tidak berlaku surut.  
Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah 
adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan 
pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan 
demikian.  
Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah 
ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan 
                                                          
31Ibid. hal 12-13 
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pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena 
penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali 
atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.  
Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan 
terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 
disebabkan karena: 
1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 
2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang; 
3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
b. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “Penegak hukum” adalah luas sekali. Oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak 
langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun, penegak 
hukum disini akan dibatasi pada kalangan yang secara khusus 
berkecimpung dalam bidang yang tidak hanya mencakup ”law 
enforcement”, akan tetapi juga ”peace maintenance”. Kiranya sudah dapat 
diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas 
dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 
permasyarakatan. 
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Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai 
kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di 
dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja 
atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya 
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh karena itu, 
maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan 
pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan 
wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah 
beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam 
unsur-unsur, sebagai berikut:32 
1) Peranan yang ideal (ideal role); 
2) Peranan yang seharusnya (expected role); 
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role); 
4) Peranan yang seharusnya dilakukan (actual role). 
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga 
masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan 
peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara 
berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (“status conflict” dan 
conflict of roles”). kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan 
antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya 
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dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu peranan (“role-
distance”). 
Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan 
mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 
Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan 
keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga 
memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya 
menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum 
yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak 
merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu. 
Di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak hukum 
sebaiknya mampu “mawas diri”, halmana akan tampak pada perilakunya 
yang merupakan  pelaksana dari peranan aktualnya. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh 
mereka. Golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan 
yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah 
hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.   
Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 
peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. 
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Mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-
halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara 
lain:33 
1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa 
depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi. 
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil 
5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme.  
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
petugas kurang baik, maka merupakan suatu masalah. Oleh karena itu, 
salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 
atau kepribadian penegak hukum. 
c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain mencakup tenaga  manusia yang berpendidikan dan 
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terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi,maka mustahil penegakan hukum 
akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan 
yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau 
fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan fikiran, sebagaimana berikut: 34 
1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul 
2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
3) Yang kurang – ditambah 
4) Yang macet – dilancarkan 
5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan 
d. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Secara garis besar, pendapat masyarakat mengenai 
hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kiranya jelas bahwa hal 
ini ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, 
penegak hukum dan sarana atau fasilitas. 
Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-
pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama adalah berbagai 
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pengertian atau arti pada hukum, yang variasinya adalah sebagai 
berikut:35 
1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 
2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan; 
3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang diharapkan; 
4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang 
tertulis); 
5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat; 
6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; 
7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah; 
8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 
9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 
10) Hukum diartikan sebagai seni 
Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat 
kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum 
dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu 
akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan 
dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut 
pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur 
maupun proses. 
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Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi 
dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan 
pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah 
berpengalaman.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari 
masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam 
kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan 
melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan 
senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. 
Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada 
kedudukan dan peranan yang semestinya. 
Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat 
untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, 
maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang 
mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. 
Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa 
hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan 
yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian 
hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada 
kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa 
satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan 
ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul 
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gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur 
dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis 
tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya 
perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. 
e. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai 
yang mendasari hukum yang berlaku, nllai-nilai yang mana merupakan 
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 
dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai 
tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 
dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.  
Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 
berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):36 
1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 
2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan; 
3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ 
inovatisme. 
Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut 
dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan 
suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga 
merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam 
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kenyataanya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena 
berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang 
materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada 
posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahklakan, sehingga akan timbul 
pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada 
posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek 
proses hukum akan medapat penilaian dari segi kebendaan semata. 
Salah satu akibat dari pada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang 
lebih tinggi daripada nilai keahklakan, adalah bahwa di dalam proses 
pelembagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih 
dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat 
ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur 
kewibawaan hukum. 
Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa 
berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada 
yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi 
dan bertujuan untuk mempertahankan “status-quo”. Dilain pihak, ada 
anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai 
sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. 
Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada 
kedudukan dan peranan yang semestinya.  
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang 
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia 
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dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 
Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan apa yang dilarang. 
Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang 
telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. 
Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan 
tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum 
menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang 
disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai 
golongan panutan hukum oleh masyarakat. 
Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya 
dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan. Yakni pola 
isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, 
sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. 
Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh 
mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahtraan masyarakat. 
Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatinya penegak hukum 
pada pola isolasi adalah antara lain: 
1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan 
dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu 
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intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang 
dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi). 
2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak 
hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang 
menimbulkan rasa takut. 
3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang 
relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga 
masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum. 
4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar 
membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena 
ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan 
pengaruh buruk kepada penegak hukum. 
Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola 
isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yakni antara lain: 
1) Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan 
faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan 
hukum. 
2) Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, 
maka kedudukan yang lebih dekat pada pola isolasi akan 
memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk 
melaksanakan fungsi tersebut. 
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3) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum 
secara pararel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti 
penegak hukum, namun dalam keadaan damai. 
4) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para 
penegak hukum. 
Beberapa faktor yang mendekatkan pada pola interaksi adalah 
antara lain, sebagai berikut:  
1) Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum 
sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum 
tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh. 
2) Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap 
keselamatan jiwa dan harta bendanya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan di laksanakan di Kota Makassar. Adapun yang 
menjadi tempat untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut;  
1. Balaikota Makassar,  
2. Anggota TAP-SKPD. 
B. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini, yaitu penelitian 
sosio-yuridis atau sosio-legal. Yang membahas mengenai penerapan-
penerapan atau pelaksanaan dari tugas dan fungsi Tenaga Ahli 
Pendamping SKPD. 
C. Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas 2, yaitu :  
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi. 
Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) 
pada lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber 
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan 
lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:  
1. Penelitian kepustakaan (library research) Pengumpulan data 
pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan 
hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara : wawancara 
(interview) langsung kepada anggota tim pendamping SKPD yang 
bersekretariat di Balaikota Kota Makassar, Wawancara SKPD yang 
di dampingi.  
 
E. Analisis Data 
Data yang baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan judul dari penelitian ini yaitu 
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Pendamping 
SKPD Kota Makassar. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Pendamping SKPD 
Untuk mendukung kelanjutan pelaksanaan kegiatan serta 
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota 
Makassar dipandang perlu menunjuk Tenaga Ahli Pendamping Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Maka Walikota Makassar mengeluarkan 
Keputusan Walikota No. 64/900/KEP/I/2015 tentang Penunjukan Tenaga 
Ahli Pendamping Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar 
Tahun 2015. Adapun pada bagian memutuskan angka kedua Surat 
Keputusan Walikota Makassar Nomor 64/900/KEP/I/2015 tentang 
Penunjukan TAP-SKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 
menyatakan bahwa TAP-SKPD memiliki tugas antara lain: 
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD di bidang masing-
masing 
Dalam melaksanakan tugas ini, Tenaga Ahli Pendamping 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar banyak 
mengelaborasikan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah satu 
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Sebagaimana 
hasil wawancara dengan tenaga ahli pendamping yang dalam hal 
ini diwakili oleh bapak M.  Fadly Noor. Beliau menyatakan bahwa 
selama ini tenaga ahli pendamping mendampingi SKPD terkait 
untuk memberikan masukan dan arahan. Misalnya saja tenaga ahli 
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mendampingi dinas kesehatan dan dinas catatan sipil. Ketika dinas 
kesehatan membutuhkan data jumlah masyarakat kota Makassar, 
maka tenaga ahli pendamping  akan mengarahkan dan 
mendampingi dinas kesehatan untuk mendapatkan data tersebut 
pada dinas catatan sipil. Karena menurut pernyataan bapak fadli 
noor, masih banyak ego sektoral masing-masing SKPD yang mana 
hal tersebut harus membutuhkan pendampingan untuk melebur 
dan mengkomparasikan kerja-kerja tiap SKPD.  
Hal ini pula dipertegas oleh Dinas Catatan Sipil kota 
Makassar bahwa dengan hadirnya kerja-kerja lintas  SKPD dapat 
teratasi dengan baik karena dengan hadirnya tenaga ahli 
pendamping dapat mengarahkan masing-masing SKPD dapat 
bekerjasam untuk mewujudkan Makassar sebagai kota dunia 
sesuai dengan visi misi kota Makassar. 
 
2. Melakukan konsultasi baik secara lisan maupun tulisan kepada 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup 
Pemerintah Kota Makassar sesuai bidang masing-masing  
Dalam menjalankan tugas ini, tenaga ahli pendamping 
memberikan pelatihan dan pendampingan kepada tiap-tiap Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. Seperti yang dilontarkan bapak Fadly 
Noor selaku koordinator tenaga ahli pendamping Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kota Makassar, bahwasanya tenaga ahli 
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pendamping selalu mendampingi dan memberikan masukan 
maupun pelatihan kepada masing-masing SKPD baik itu melalui 
undangan secara resmi maupun dengan datang memantau secara 
langsung untuk memberikan masukan kepada tiap-tiap SKPD 
terkait. Hal ini pula dipertegas oleh bapak bapak Taufik Nahwil 
Rasul selaku tenaga ahli pendamping di bidang Smart City, yang 
menyatakan bahwa tenaga ahli pendamping dalam menjalan tugas 
untuk memberikan konsultasi baik secara lisan maupun tulisan 
serta memberikan pelatihan, misalnya tenaga ahli pendamping   
mengarahkan atau mendampingi tiap-tiap SKPD dalam pembuatan 
baliho, spanduk, ataupun alat peraga lainnya di bidang grafis. 
Tenaga ahli pendamping memberikan pendampingan dan pelatihan 
kepada seluruh SKPD untuk menciptkan penyemarataan dan 
standarisasi pada hal tersebut. 
Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh bapak Wahyu selaku 
perwakilan Bagian keuangan Kota Makassar. Beliau menjelaskan 
bahwa selama ini tenaga ahli pendamping sangat membantu dalam 
melakukan pendampingan serta selalu memberikan pelatihan-
pelatihan dan pengarahan di bidang keuangan. Hal serupa pula 
dilontarkan pada bagian Kesatuan bangsa dan politik Kota 
Makassar dalam hal ini diwakili oleh Ibu Misnawati. Beliau 
menyatakan bahwa dengan hadirnya tenaga ahli pendamping 
sangat membantu kerja-kerja bagian kesatuan bangsa dan politik. 
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Selain bagian keuangan dan bagian kesatuan bangsa dan politik, 
apresiasi kepada tenaga ahli pendamping juga dilontarkan Badan 
Kepegawaian daerah dan inspektorat. Namun lain halnya pada 
bagian Organisasi tatalaksana kota Makassar yang menyatakan 
bahwa, hadirnya tenaga ahli pendamping ini hanya akan 
menghambat kerja-kerja tiap-tiap SKPD dikarenakan tiap SKPD 
tidak dapat berimprovisasi karena campur tangan yang sangat 
besar yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Pendamping. 
3. Menyampaikan laporan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada Walikota 
Makassar. 
Setiap kali melakukan kegiatan pendampingan, Tenaga Ahli 
Pendamping ini membuat laporan hasil pendampingan yang 
diberikan lansung kepada kepala SKPD tersebut dan juga kepada 
Walikota Makassar. Hal ini pula dinyatakan oleh Bapak M. Fadly 
Noor selaku koordinator dari Tenaga Ahli Pendamping. 
Sebagaimana beliau menyatakan bahwa Tenaga Ahli Pendamping 
membuat laporan hasil pendampingannya dan memberikan 
hasilnya setiap triwulan.  
Kemudian ini pula dibenarkan oleh beberapa SKPD seperti 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Organisasi 
Tata Laksana (ORTALA), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), 
Inspektorat, dan Badan Keuangan. Namun dari beberapa SKPD itu, 
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penulis hanya mendapatkan data lengkap mengenai hasil 
pendampingan di BKD. 
 
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Makassar.  
Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak M. Fadly 
Noor selaku Koordinator Tenaga Ahli Pendamping. Beliau 
menyatakan bahwa selama ini tenaga ahli belum pernah 
mendapatkan tugas tambahan dari Walikota Makassar selain dari 
tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD di bidang 
masing-masing, Melakukan konsultasi baik secara lisan maupun 
tertulis kepada Kepala SKPD Kota Makassar sesuai bidang 
masing-massing, Menyampaikan laporan konsultasi SKPD lingkup 
Pemerintah Kota Makassar kepada Walikota Makassar. Tetapi 
Tenaga Ahli Pendamping selalu siap jika diberikan arahan dan 
tugas oleh Walikota Makassar, karena Tenaga Ahli Pendamping 
bertanggung jawab lansung kepada Walikota Makassar.  
Dapat di gambarkan melalui tabel sebagai berikut  
NO TUGAS DAN FUNGSI TERLAKSANA TIDAK TERLAKSANA 
1. 
Mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas 
SKPD di bidang 
masing-masing 
 
√  
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2. 
Melakukan konsultasi 
baik secara lisan 
maupun tulisan 
kepada Kepala Satuan 
Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) 
Lingkup Pemerintah 
Kota Makassar sesuai 
bidang masing-masing  
 
√  
3. 
Menyampaikan 
laporan konsultasi 
Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
(SKPD) lingkup 
Pemerintah Kota 
Makassar kepada 
Walikota Makassar. 
 
√  
4. Melaksanakan tugas  √ 
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lain yang diberikan 
oleh Walikota 
Makassar 
 
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas 
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari 
penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto37 yakni,  
1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan; 
2) Faktor aparat penegak hukumnya; 
3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum; 
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam 
perilaku masyarakat; 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Jika dikaitkan dengan keberadaan tenaga ahli pendamping SKPD 
tersebut, maka menurut penulis ada beberapa hal yang mempengaruhi 
                                                          
37 Soejono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 8 
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efektivitas dari pelaksanaan tugas tenaga ahli pendamping tersebut. Di 
antaranya,  
 Faktor hukum atau peraturan perundangan-undangan.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, jika 
dilihat dari keberadaan tim pendamping SKPD tersebut, tidak memiliki 
dasar hukum yang jelas mengenai keberadaannya. Berdasarkan 
wawancara yang dilakukan penulis, menurut M. Fadly Noor38 bahwa dasar 
hukum terbitnya SK tim ahli pendamping tersebut tertuang dalam Perda 
APBD. Namun setelah penulis mencoba mengkaji hal demikian. Penulis 
tidak menemukan dasar hukum yang jelas mengenai terbitnya SK tenaga 
ahli pendamping.  
Hal ini yang menurut penulis bahwa salah satu penghambat dari 
efektivitas pelaksanaan tugas dari tenaga ahli pendamping adalah faktor 
hukumnya yang tidak jelas dasarnya. 
 Faktor aparat penegak hukumnya.  
Menurut penulis, faktor tersebut juga yang menjadi 
penghambat dari pelaksanaan tugas tersebut, dikarenakan masih 
banyaknya subjek atau penyelenggara di tiap-tiap SKPD yang masih 
memiliki ego sektoral yang berlebihan sehingga tidak responsif terhadap 
keberadaan tenaga ahli pendamping SKPD. Sehingga sangat 
menghambat dalam pelaksanaan tugas dari tenaga ahli pendamping 
terlebih lagi dalam mengkoordinasikan antar SKPD menjadi terhambat. 
                                                          
38 M. Fadly Noor, Koordinator Tenaga Ahi Pendamping 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya Tenaga Ahli 
Pendamping dari 4 tugas yang diamanahkan oleh SK Walikota No. 
64/900/KEP/I/2015 tentang penunjukan tenaga Ahli Pendamping 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya 1 (satu) tugas yang 
tidak terlaksana sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh SK 
tersebut. Adapun beberapa tugas yang telah terlaksana yakni,  
 Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD di bidang 
masing-masing 
 Melakukan konsultasi baik secara lisan maupun tulisan 
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Lingkup Pemerintah Kota Makassar sesuai bidang masing-
masing  
  Menyampaikan laporan konsultasi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar kepada 
Walikota Makassar. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari 
tenaga ahli pendamping SKPD yakni, faktor peraturan 
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perundangan-undangan atau faktor hukum dan faktor aparat 
penegak hukum.  
B. SARAN 
1. Berdasarkan pelaksanaan tugas dari tenaga ahli pendamping 
tersebut, maka tenaga ahli pendamping tersebut idealnya 
dipertahankan keberadaannya, dikarenakan sejauh ini 
pelaksanaan tugasnya terlaksana dengan baik. 
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya yakni 
mengenai faktor hukum atau perundang-undangan dan juga 
faktor aparat penegak hukumnya. Namun, harus lebih di tata 
rapi mengenai dasar hukum dan kedudukan dari tenaga ahli 
pendamping SKPD tersebut agar tidak bersinggungan dengan 
kewenangan SKPD lainnya. 
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